
BUPATI TASIKMALAYA 
PROVINSI JAWA BARAT 

PERA TURAN BUPATI TASIKMALAYA 

NOMOR 78 TAHUN 2022 

TENTANG 

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI TASIKMALAYA 
NOM OR 121 TAHUN 202 1 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN 
DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA TAHUN ANGGARAN 2022 

Menim ban g 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI TASIKMALAYA, 

a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri 
Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2021 tentang 
Pedoman Penyusu nan Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah Tahun Angguran 2022 program, kegia ta n, dan 
sub kegiatan yang dibiayai dari dana transfer yang sudah 
jelas peruntukannya atau pen ggunaanya sesuai dengan 
ketentuan peraturan perun dang-undangan, Dana Darurat 
yang diterima daerah pada tahap pasca bencana , bantuan 
keuangan yang b ers ifa t khusus yang belum cukup 
tersedia dan I ata u belum dianggarkan, dapat 
dilaksanakan mendahului penetapan Pera tu ran Daerah 
tentang Perubahan APBD dengan cara: a) menetapkan 
Pera turan Kepala Daerah ten tang Perubahan Penjabaran 
APBD, untuk selanjutnya dianggarkan dalam Peraturan 
Daerah tentang Perubahan APBD Ta hun Anggaran 2022; 
atau b) ditampung dalam LRA bagi Pemerintah Daerah 
yang tidak m elakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 
2022; 

b. bahwa sehubungan diterimanya alokasi Dana Bagi Hasil 
Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) serta adanya 
penyesuaian perubahan belanja antar organisasi, antar 
program, kegiatan dan sub kegiatan pada belanja yang 
bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) berdasarkan 
petunjuk teknis dari kementerian terkait pengelola DAK 
serta terdapat pergeseran antar objek dan rincian objek 
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belanja pada jenis belanja dan kegiatan yang sama, untuk 
mengimplementasikannya, dipandang perlu dilakukan 
penyesuaian atas Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 
121 Tahun 2021 ten tang Penjabaran Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan 
Bupati Tasikmalaya ten tang Perubahan Kedua atas 
Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 121 Tahun 2021 
tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun Anggaran 2022. 

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 
Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten 

ten tang 
dal 

Lingkungan Provins i Jawa Barat (Berita Negara Rep b l"k 
Indonesia tanggal 8 Agustus 1950), sebagaimana telah 
diubah dengan Un dang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 
tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan 
Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Un dang 
Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemben tukan Daerah
Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provins i dawa 
Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tah u n 1968 
Nomor 31 , Tambahan Lem baran Negara epublik 
Indonesia Nomor 2851); 

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2 003 tentang 
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahu n 2003 Nom or 47, Tamba han Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4286); 

3 . Undang-Un dang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5 , Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

4. Undang-Un dang Nomor 2 5 Tahun 2004 ten tang Sistem 
Perencana an Pembangunan Nasional (Lem baran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 

5. Undang-Un dang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana 
telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Un dang
Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan 
Keuangan an tara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2022 Nomor 4 , Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 6757); 

6 . Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 ten tang 
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Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6757); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang 
Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4028); 

8 . Peraturan Pemerintah Nom or 2 3 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umu m (Lembaran 
Negara Republik In donesia Tahu n 2005 Nomor 48, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia N m or 
4502) sebagaimana telah diubah dengan Pera tu r 
Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 20 12 
tentang Perubahan a tas Peraturan Pemerintah Nom or 23 
Tahun 2005 ten tang Pengelolaan Keuangan Badan 
Layanan Umum (Lembaran Negara Republik In do esia 
Tahun 20 12 Nomor 171, Tambahan Lembaran N gara 
Republik Indonesia Nom or 5340); 

9 . Peraturan Pemerinta h Nomor 71 Tahun 2010 te tang 
Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran egara 
Republik Indonesia Tahun 20 10 Nomor 123, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 516 ); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahu n 20 7 tentang 
Pembin aan dan Pengawasan Penyeleng araan 
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara e ublik 
Indonesia Tahu n 20 17 Nomor 73, Tambahan Lem baran 
Negara Republik Indonesia Nomor 604 1); 

11. Peratu ran Pemerintah Nomor 18 Tahun 2 0 17 tentang 
Hak Keu angan dan Administrasi Pimpinan da n Anggota 
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembara n Negara 
Repu blik Indonesia Tahu n 20 17 Nomor 106 Tambahan 
Lembaran Nega ra Republik Indonesia Nomor 6057); 

12. Peraturan Pemer intah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahu n 2019 Nomor 42 Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang 
Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 6323); 

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 
Tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah 
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 
Nomor 754) ; 
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15. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 62 tahun 2017 
tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah 
serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana 
Operaional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 
2017 Nomor 1067); 

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 
ten tang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah 
ten tang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, 
Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan 
Pera turan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran 
Penda patan dan Belanja Daerah, dan Ranca ngan 
Peraturan Kepala Daerah ten tang Penjabaran Perubahan 
Anggaran Pendapa tan dan Belanja Daerah (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2021 Nornor 431); 

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nornor 27 Tahun 2 2 1 
tentang Pedornan Penyusunan Anggaran Pendapatan an 
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Negara 
Republik In donesia Tahun 2021 Nornor 926) ; 

18. Peraturan Menteri Keuangan Nornor 2 /PMK.07/2022 
ten tang Rincian Dana Bagi Hasil Cukai Has il Ternbakau 
rnenurut Daerah Provinsi/ Kabupaten/Kot T hun 
Anggaran 2022 (Berita Negara Republik Indon esia Tahun 
2022 Nornor 31) ; 

19. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya ornor 7 
Tahun 2 01 0 tentang Rencana Pernbangunan J angka 
Panjang Daerah (RPJP) DAERAH Kabupa ten Tasikmalaya 
Tahun 2005-2025 (Lernbaran Daerah Ka bu paten 
Ta sikmalaya Tahu n 2010 Nomor 7); 

20. Peratu ra n Daera h Kabupaten Tasikmalaya ornor 10 
Tahun 20 14 tentang Sistern Perencanaan Pembangunan 
Daerah Kabupaten Tasikmalaya (L rnbaran Daerah 
Kabupaten Tasikrnalaya Tahun 20 14 Nornor 10 ); 

21 . Peraturan Daerah Kabu paten Tasikmalaya Nornor 1 
Tahun 201 6 ten tang Tata Cara Pernbentukan Produk 
Hukurn Daerah (Lernbaran Daerah Kabupaten 
Tasikmalaya Tahu n 2016 Nornor 1); 

22. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nornor 7 
Tahun 2016 tentang Pernbentukan dan Susunan 
Perangkat Daerah di Lingkungan Pernerintah Kabupaten 
Tasikmalaya (Lernbaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya 
Tahun 2016 Nornor 7), sebagairnana telah diubah dengan 
Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nornor 3 
Tahun 2021 ten tang Perubahan Kedua atas Peraturan 
Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nornor 7 Tahun 2016 
tentang Pernbentukan dan Susunan Perangkat Daerah di 
Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya 
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(Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021 
Nomor 3); 

23. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 10 
Tahun 2021 ten tang Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah 
Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021 Nomor 10); 

24. Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 54 Tahun 2020 
ten tang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021 
(Be rita Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2020 
Nomor 54 ), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
Bupati Tasikmalaya Nomor 42 Tahun 2 02 1 ten tang 
Perubahan atas Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 54 
Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Da erah 
Tahu n 2021 (Berita Daerah Kabupaten Tasikmala 
Tahun 202 1 Nom or 42); 

25. Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 38 Tahun 2 21 
tentang Kebijakan Transisi Dalam Rangka Pe a t an 
Perangkat Daerah berdasarkan Peraturan Da erah 
Kabupaten Tasikmalaya Nomor 7 Tahu n 2016 ten tang 
Pembentukan dan Susunan Perangkat Da erah 
seba gaimana telah d iubah beberapa kali terakhir d ngan 
Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya mor 3 
Tahun 202 1 ten tang Perubahan Kedua atas Pera turan 
Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2016 
tentang Pembentu kan dan Susunan Perangk Daerah 
(Berita Daerah Ka bupaten Ta s ikmalaya Tahun 2021 
Nom or 38); 

26. Peraturan Bupati Ta sikmalaya Nomor 39 Tah 2021 
ten tang Kedudukan, Susun an Organisas i, . ga s dan 
Fungsi Perangka t Daerah (Be rita Daerah abupaten 
Tasikmalaya Tahu n 2021 Nomor 39) ; 

27. Pera turan Bupati Ta sikmalaya Nom or 43 Tahun 2021 
tentang Rencana Kerj a Pemerintah Daerah Kabupaten 
Tasikmalaya Tahun 2022 (Berita Daerah Kabupaten 
Tasikmalaya Tahun 2021 Nomor 43); 

28. Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 24 Tahun 2022 
ten tang Perubahan atas Peraturan Bupati Tasikmalaya 
Nomor 121 Tahu n 2021 ten tang Penjabaran Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022. 

MEMUTUSKAN: 

PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS 
PERATURAN BUPATI TASIKMALAYA NOMOR 121 TAHUN 
2020 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN 
DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA TAHUN 
ANGGARAN 2022 
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Pasal I 

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 121 Tahun 
2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
Kabupaten Tasikmalaya Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten 
Tasikmalaya Tahun 2021 Nomor 121) diubah sebagai berikut: 

1. Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut: 

Pasal3 

Anggaran pendapatan daerah tahun anggaran 2022 direncanakan sebesar 
Rp3.214.2S 1.912.942,00 (tiga triliun dua ratus empat belas milyar dua 
ratus lima puluh satu juta sembilan ratus dua belas ribu sem bilan ratus 
empat puluh dua rupiah), yang bersumber dari: 
a . Pendapatan asli daerah; 
b . Pendapatan t ransfer; dan 
c. Lain-lain p endapatan daerah yang sah. 

2. Ket ntuan Pasal8 diubah, sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut: 

Pasal8 

Anggara n belanja daerah tahun anggaran 2022 direncanakan ebesar 
Rp3 .30S.892.831.704,00 (tiga triliun tiga ratus lima milyar delapan ratus 
sembilan puluh dua juta delapan ratus tiga puluh satu ribu tuju h ratus 
empat rupiah) yang terdiri atas: 
a. Belanja operasi; 
b . Belanja modal; 
c. Belanja tidak terduga ; dan 
d. Belanja transfer. 

3. Ketentuan Pa sal 9 diubah, sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut: 

Pasal9 

(1) Belanj a operasi sebagaimana dimaksu d dala m Pasal 8 huruf a 
direncanakan sebesar Rp2.326.S 1 1.736.333,00 (dua t riliun tiga ratus 
dua puluh enam milyar lima ratus sebelas juta tujuh ratus tiga puluh 
enam ribu tiga ratus tiga puluh tiga rupiah), yang terdiri atas: 
a. Belanja pegawai; 
b. Belanja barang dan jasa; 
c. Belanja hibah; dan 
d. Belanja bantuan sosial. 

(2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a 
direncanakan sebesar Rp1.439.213 .94S.65S,00 (satu triliun empat 
ratus tiga puluh Sembilan milyar dua ratus tiga belas juta sembilan 
ratus empat puluh lima ribu enam ratus lima puluh lima rupiah). 

(3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b 
direncanakan sebesar RpS86.776.117.678,00 (lima ratus delapan puluh 
enam milyar tujuh ratus tujuh puluh enam juta seratus tujuh bel as 
ribu enam ratus tujuh puluh delapan rupiah). 
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(4) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c 

direncanakan sebesar Rp297.859.673.000,OO (dua ratus sembilan 
puluh tujuh milyar de1apan ratus lima puluh sembilan juta enam ratus 
tujuh puluh tiga rupiah) . 

(5) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud p a da ayat (1) huruf d 
direncanakan sebesar Rp2.662 .000.000,OO (dua milyar enam ratus 
enam puluh duajuta rupiah). 

4. Ketentuan Pasal14 diuba h , sehingga Pa sa l 14 berbunyi s ebagai berikut: 

Pasal 14 

Uraian lebih lanju t Anggaran Penda p a tan dan Belanja Da erah sebagaimana 
dim aksu d dalam pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang m e pakan 
ba gian tidak terpisahkan dari Peratu ran Bupati ini yang terdiri dari: 
1. La mpiran I Ringka san Perubahan atas Penjabaran Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah yang dikla ifi asi 
menurut Kelom pok dan Jenis Pendapatan, Belanja, 

2. La m piran II 

3. La mpiran III 

4. La m piran IV 

5. Lampiran V 

6 . Lampir an VI 

7. Lampiran VII 

8. Lampiran VIII 

9. Lampiran IX 

dan Pembiayaan; 
Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja aerah 
menurut Urusan Pemerintahan Da erah, Organisasi, 
Program, Kegia tan, Su b Kegiatan, Kelom p k , Jenis 
Objek Pen dapatan, Be1anja , dan Pembiaya a n ; 
Daftar Nama Pen erima, Alama t Penerima dan esaran 
Hibah; 
Daftar Na m a Pen erima, Alama t Penerima dan Besaran 
Bantu an Sosial; 
Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima dan esaran 
Ba ntuan Keu angan Bersifat Umum dan Bersifat 

Kh usus; 
Daftar Nama Penerima, Alamat Pen erim a , dan 
Besara n Belanj a Bagi Ha sil; 
Rincian Dana Otonomi Khu sus Menu rut Urusan 
Pemerintah Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, 
Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Obj ek dan Rincian 

Objek Pendapatan, Belanj a dan Pem biayaan; 
Rincian Dana Bagi Hasil-Sumber Daya Alam 
Pertambangan MinYak Bumi dan Pertambangan Gas 
AlamjTambahan Dana Bagi Hasil-Minyak dan Gas 
Bumi menurut Urusan Pemerintah Daerah, 
Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, 
Kelompok, Jenis, Objek dan Rincian Objek 

Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan; 
Rindan Dana Tambahan Infrastruktur Menurut 
Urusan Pemerintah Daerah, Organisasi, Program, 
Kegiatan, Sub Kegiatan, Ke1ompok, Jenis, Objek dan 
Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan; 
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Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Kabupaten pada 
Daerah Perbatasan dalam Rancangan Peraturan 
Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah 
tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah dengan Program Prioritas Perbatasan Negara. 

Pasal II 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setia p orang dapat men getahuinya, m emerintahkan pen gundangan 
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten 
Tasikmalaya. 

Ditetapkan di Singaparn 
pada tanggal 2-51 Ivr.i . 2i 22 

KMALAYA, 

T 

Diundangkan d Sin gaparna 
pada tanggal / Men 2122 

/
--<J8', 

BERITA DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA TAHUN 2022 NOMOR 7SJ 
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